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Abstract: Student brawls remain a prevalent form of juvenile delinquency that can result in 
physical, psychological, and legal repercussions for the participants. A lack of student 
understanding regarding the legal consequences of violent acts is a contributing factor to these 
brawls. Consequently, preventive measures specifically legal awareness programs are necessary 
to foster legal consciousness and compliance among students. This study aims to analyze the 
effectiveness of legal awareness programs in enhancing students' understanding and compliance 
regarding the dangers of brawls at SMK 2 Muhammadiyah Cileungsi, Bogor Regency. The study 
employs a descriptive approach, utilizing legal awareness sessions that cover the social impacts 
and legal consequences of brawls in accordance with applicable laws and regulations, namely the 
Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice 
System. The results indicate that the legal awareness program improved students' understanding 
of the dangers of brawls and the potential legal consequences of such actions. Furthermore, the 
activity fostered a more law-conscious attitude and strengthened students' commitment to avoiding 
violent behavior within the school environment. Thus, legal awareness programs serve as an 
effective preventive strategy for cultivating a culture of legal consciousness among students and 
minimizing the potential for brawls in the school setting. 
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Abstrak: Salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih sering terjadi dan berpotensi 
menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun hukum bagi para pelakunya adalah 
tawuran pelajar. Kurangnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan 
kekerasan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tawuran. Oleh karena itu, diperlukan 
upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran dan 
kepatuhan hukum di kalangan pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 
penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum siswa terhadap 
bahaya tawuran di SMK 2 Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode penyuluhan hukum yang disertai 
penyampaian materi mengenai dampak sosial dan konsekuensi hukum tawuran berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil 
kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan peningkatan pemahaman siswa 
mengenai bahaya tawuran serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. 
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap yang lebih sadar hukum dan 
meningkatkan komitmen siswa untuk menghindari perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. 
Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif 
dalam menumbuhkan budaya sadar hukum di kalangan pelajar serta meminimalisir potensi 
terjadinya tawuran di lingkungan sekolah.. 

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Tawuran Pelajar; Kenakalan Remaja; Kesadaran Hukum. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang hingga kini masih menjadi 

problem sosial serius di Indonesia adalah tawuran pelajar (Khairi, 2020). Tawuran 

tidak lagi dipahami semata sebagai perkelahian spontan antar individu, melainkan 

telah berkembang menjadi konflik kolektif yang terorganisir dan sarat dengan 

motif solidaritas kelompok, eksistensi identitas, hingga pembuktian dominasi antar 

sekolah (Hisyam, Seruni, Hadi, et al., 2025). Dalam konteks tersebut, tawuran 

pelajar tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi para pelaku 

maupun korban, tetapi juga mengancam keamanan publik, merusak citra institusi 

pendidikan, serta mencederai tujuan pendidikan nasional sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang menekankan pembentukan peserta didik yang 

beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab (Marwenny, 

2025). 

Secara kriminologis dan sosiologis, tawuran pelajar dapat dipahami sebagai 

manifestasi dari disfungsi kontrol sosial, lemahnya internalisasi nilai, serta 

pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan (Hisyam, Seruni, 

Kayla, et al., 2025). Teori kontrol sosial menempatkan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat sebagai agen utama pembentukan kepatuhan terhadap norma. 

Ketika ketiga pilar tersebut tidak berjalan optimal, ruang deviasi semakin terbuka 

(Muntu & Kerebungu, 2026). Di sisi lain, perkembangan media sosial turut 

mempercepat eskalasi konflik melalui provokasi digital, penyebaran ujaran 

kebencian, hingga mobilisasi massa secara cepat dan masif (Rahman, 2025). 

Dengan demikian, tawuran pelajar tidak lagi terbatas pada interaksi fisik di ruang 

publik, melainkan juga dipicu oleh dinamika ruang virtual yang sulit dikendalikan 

(Agiltari et al., 2026). 

Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota dengan 

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan heterogenitas sosial yang kompleks 

tidak terlepas dari fenomena tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang 

secara karakteristik menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dan 

memiliki komposisi peserta didik usia remaja akhir dengan dinamika psikologis 

yang relatif labil, berpotensi menghadapi tantangan lebih besar dalam 

pengendalian perilaku kolektif (Puspitasari, 2024). Kondisi ini menuntut 
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pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif berbasis 

nilai serta penguatan budaya hukum di lingkungan sekolah. 

Bahaya tawuran pelajar tidak dapat dipandang sebagai persoalan insidental, 

melainkan sebagai ancaman sistemik terhadap masa depan generasi muda 

(Albab, 2025). Dampak dari tawuran mencakup luka berat, kematian, trauma 

psikologis, proses hukum pidana, hingga putus sekolah (Rafifa, 2024). Selain itu, 

keterlibatan pelajar dalam tindak kekerasan berpotensi menyeret mereka pada 

konsekuensi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, yang meskipun mengedepankan prinsip keadilan restoratif, tetap 

memberikan batasan tegas terhadap perilaku yang melanggar hukum. Dalam 

perspektif hukum dan kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di 

lapangan. 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 

Muhammadiyah Cileungsi dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya tawuran pelajar, bentuk-bentuk manifestasinya, serta 

implikasi hukumnya terhadap peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk merumuskan model pencegahan berbasis pendekatan hukum dan sosial 

yang dapat diimplementasikan secara kontekstual di lingkungan sekolah. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa sekolah 

tersebut merepresentasikan dinamika sosial pelajar di wilayah perbatasan dengan 

intensitas interaksi sosial yang tinggi. 

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkaya 

khazanah kajian sosiologi hukum dan hukum pendidikan, khususnya terkait relasi 

antara norma hukum, budaya sekolah, dan perilaku kolektif remaja. Secara 

praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi 

pihak sekolah, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam 

merancang strategi pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar yang 

komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya berkontribusi pada tataran teoritik, tetapi juga pada penguatan tata 

kelola pendidikan yang berorientasi pada keamanan, ketertiban, dan 

pembentukan karakter generasi muda. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-

normatif) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah 

jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah 

(Prawanti, 2025). Untuk itu, data primer nya adalah data yang berasal dari 

lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas 

mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Penelitian 

ini melihat efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan hukum siswa terhadap bahaya tawuran di SMK 2 Muhammadiyah 

Cileungsi, Kabupaten Bogor. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kenakalan Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju 

masa dewasa. Fase remaja sangat rentan terhadap berbagai pengaruh positif 

dan negatif, dikarenakan masa remaja merupakan masa yang sangat indah 

sekaligus penuh gejolak (Surya et al., 2025). Ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan remaja dalam melakukan pengendalian diri. 

Pertama, bersifat internal dan Kedua bersifat eksternal, secara internal 

karakteristik remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa 

perkembangan lainnya, adapun bersifat eksternal yaitu adanya perubahan  

lingkungan, interaksi  antara  remaja  dengan lingkungan  sekitarnya  dapat 

membentuk moral pada diri remaja. 

Seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, oleh sebab itu kelabilan 

jiwa inilah yang  menyebabkan  sering  kali  seorang  remaja bertindak  

mengganggu  ketertiban  bahkan mengancam  keselamatan  orang  lain  atas  

kenakalan  yang  diperbuatnya. Pada umumnya kenakalan remaja diartikan 

sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang, kenakalan  

remaja  seringkali  melanggar  nilai-nilai norma, moral dan etika di dalam 

masyarakat. Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 

39) Kenakalan  anak  atau  dapat  disebut  “Juvenile Delinquency” berasal dari 

bahasa  latin, “Juvenile” mempunyai makna anak-anak, anak muda, 
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menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai  ciri  khas  pada  masa  

muda (Salsyabillah et al., 2025). 

Sedangkan “Delinquency” atau  dapat  disebut juga “Delinquere” memiliki 

arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut,  

pengacau,  durjana,  dursusila. Juvenile  Delinquency dapat  dimaknai  perilaku  

yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu 

bentukpengabaian sosial sehingga remaja menggembangkan perilaku-perilaku 

yang menyimpang (Rosita et al., 2023). Bentuk kenakalan remaja  kedalam  tiga  

tingkatan, yaitu:  

1. Kenakalan  biasa,  seperti  suka  berkelahi,  suka  keluyuran,  membolos  

sekolah,  pergi  dari rumah tanpa pamit; 

2. Kenakalan  yang  menjurus  pada  pelanggaran dan  kejahatan,  seperti  

mengendarai  mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin; 

3. Kenakalan  khusus,  seperti  penyalahgunaan narkotika,  hubungan  

seks  diluar  nikah, pemerkosaan dan lain sebagainya. 

Sumber dan penyebab timbulnya kenakalan remaja dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Faktor Pribadi 

Remaja  terkadang  mempunyai  kepribadian  khusus  yang  dapat  

menjadi  sumber munculnya perilaku menyimpang. Seorang remaja 

terkadang tidak mampu menyesuaikan diri  terhadap  lingkungan  bahkan 

keluarganya  sendiri  dikarenakan  tuntutan-tuntutan  yang berlebihan, 

keinginan yang harus dituruti dan tidak lekas puas terhadap yang diperoleh 

(Adha et al., 2025). 

2. Faktor Keluarga 

Ada beberapa kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan 

anak nakal : 

a. Ada anggota dalam rumah tangga penjahat, pemabuk, emosional; 

b. Ketiadaan sala satu atau kedua orang tua karena kematian, 

perceraian atau pelarian diri; 

c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat 

inderanya, atau sakit jasmani atau rohani; 
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d. Ketidakserasian  karena  adanya  main  kuasa  sendiri,  iri  hati,  

cemburu,  terlalu  banyak anggota keluarganya dan mungkin ada 

pihak lain yang campur tangan; 

e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, 

rumah piatu, panti-panti asuhan. 

3. Lingkungan Sosial 

Semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar 

aturan-aturan di  dalam  masyarakat,  perilaku baik atau  buruknya  

seseorang  sangat  tergantung  pada masyarakat  lingkungannya,  perilaku  

jahat  sesungguhnya  dipelajari  melalui  kelompok-kelompok mereka  yang  

melanggar  norma  masyarakat  sehingga  mendorong  rasionalisasi untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan anti sosial, antara lain:  

a. Masa yang penting 

Dikatakan masa atau periode yang penting karena akibatnya yang 

langsung terhadap sikap dan perilaku, serta akibat-akibat jangka 

panjang, baik terhadap fisik maupun psikologis remaja itu sendiri. Hal ini 

disebabkan perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan 

cepatnya perkembangan mental. Semua perkembangan itu menuntut 

perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan 

minat baru pada remaja.  

b. Masa peralihan  

Dikatakan sebagai masa peralihan, hal ini dimaksudkan sebagai 

sebuah perilaku dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya, dan 

apa yang terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada apa yang 

terjadi sekarang dan yang akan datang. Seperti yang dikatakan 

Osterrieth bahwa struktur psikis remaja berasal dari masa kanak-kanak 

dan banyak ciri yang umumnya dianggap sebagai ciri khas masa remaja 

sudah ada pada akhir masa kanak-kanak. Pada masa ini remaja bukan 

lagi seorang anak, tetapi juga bukan orang dewasa. Jadi jangan sampai 

diperlakukan seperti anak-anak (atau terkesan kekanak-kanakan) dan 

jangan diperlakukan seperti orang dewasa, karena mereka belum 

saatnya memikul tanggung jawab orang dewasa.  
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c. Masa perubahan 

Selama masa remaja perubahan perilaku dan sikap juga 

berlangsung pesat seiring dengan perubahan fisik yang terjadi. Ada lima 

perubahan yang bersifat universal, yaitu meningginya emosi, perubahan 

tubuh, minat, dan peran yang diharapkan kelompok sosial, kemudian 

perubahan minat dan pola perilaku, sehingga nilai-nilai juga berubah 

dan apa yang dianggap penting pada masa anak sekarang sudah tidak 

lagi. Terakhir, sebagian besar remaja bersikap ambivalen (tidak pasti) 

terhadap setiap perubahan, artinya remaja menginginkan dan menuntut 

kebebasan tetapi takut bertanggung jawab karena ragu terhadap 

kemampuannya.  

d. Masa usia bermasalah 

Dikatakan sebagai usia bermasalah, karena masalah masa remaja 

sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh pria maupun wanita. 

Hal ini disebabkan karena sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak 

sering diselesaikan oleh orang tua atau guru, atau orang dekat lainnya 

(significant others), sehingga kebanyakan tidak berpengalaman dalam 

mengatasi masalah (atau kurang refrensi cara pengatasan masalah). 

Kemudian karena remaja merasa dirinya bisa mandiri, sehingga mereka 

ingin mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan significant 

others ini.  

e. Masa pencarian identitas  

Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan 

siapa dirinya, apa peranannya dalam masyarakat, apakah dirinya 

seorang anak atau orang dewasa, apakah dirinya mampu percaya diri, 

sekalipun latar belakang ras, agama maupun nasionalnya. Pencarian 

identitas ini menurut Erikson mempengaruhi perilaku remaja, dan salah 

satu cara untuk menguatkan identitasnya ini, biasanya menggunakan 

simbol status dalam bentuk motor, mobil, pakaian, dan pemilihan 

barang-barang lain yang mudah terlihat, dengan kata lain untuk menarik 

perhatian. 

f. Masa mudah menimbulkan ketakutan 
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Ketakutan ini berkaitan dengan stereotype budaya masyarakat yang 

beranggapan bahwa remaja adalah kelompok yang tidak dapat 

dipercaya, cenderung merusak dan berperilaku semaunya sendiri, serta 

sulit diatur sehingga perlu pengawasan ekstra dari orang dewasa. 

Stereotype ini juga mempengaruhi konsep diri dan sikapnya terhadap 

dirinya sendiri dan lingkungannya. 

g. Masa tidak realistis 

Remaja cenderung melihat dirinya sendiri dan orang lain 

sebagaimana yang diinginkan (inginnya semua orang memahami dirinya, 

walaupun remaja itu sendiri tidak pernah mengutarakan apa yang dirasa 

maupun yang dipikirkan) dan bukan sebagaimana adanya, terlebih 

dalam hal cita-cita yang tidak realistis. Tidak hanya bagi dirinya sendiri 

tetapi juga keluarga dan teman-temannya. Hal ini menyebabkan 

meningginya emosi dan kecewa jika orang lain mengecewakannya serta 

jika tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri. 

h. Masa di ambang dewasa 

Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan 

dengan status orang dewasa, (mulai belajar bersikap dan berperilaku 

layaknya orang dewasa). Misalnya, merokok, minum, psikotropika, 

perilaku seks. Hal ini dikarenakan jika hanya meniru cara berpakaian 

atau bergaya serta bertindak seperti orang dewasa dianggapnya belum 

cukup. Sehingga perlu meniru perilaku-perilaku orang dewasa. 

4. Tawuran  

Istilah tawuran mengandung pengertian perkelahian massal atau 

perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai (Oktoriny et al., 2024). 

Pelaku tawuran jika dilihat dari kelompok usia perkembangan manusia 

dalam rentang kehidupannya tergolong sebagai remaja. Kelompok remaja 

ini masih berstatus sebagai pelajar yang sedang menjalankan tugas belajar 

atau menempuh pendidikan di sekolah, baik jenjang SLTP (Sekolah 

Lanjutan Pertama) maupun jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Atas). Remaja 

sebagai pelaku tawuran yang masih berstatus sebagai pelajar, secara 

harfiah definisinya berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni adolescence 

atau dalam bahasa Latin adolescere (kata bendanya adolescentia artinya 
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remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Batasan usia 

remaja yang umum digunakan para ahli adalah antara usia 12 hingga 21 

tahun. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan tawuran diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama maupun KUHP Baru, adalah 

sebagai berikut: 

a. Pasal 170 KUHP 

1) Setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat 

dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan; 

2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan barang atau 

luka-luka, hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai 7 tahun 

penjara; 

3) Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, 

pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga 9 tahun penjara; 

4) Jika perbuatan tersebut berujung pada kematian seseorang, 

hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun 

penjara. 

b. Pasal 262 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP Baru) 

1) Melakukan kekerasan secara bersama-sama di tempat umum 

dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda 

hingga Rp500 juta. 

2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan hancurnya barang atau 

luka-luka, pelaku dapat dikenai hukuman pidana maksimal 7 

tahun atau denda sebesar Rp400 juta. 

3) Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, 

hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 9 tahun penjara. 

4) Jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat 

dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara. 

5) Selain hukuman pokok, pelaku juga dapat dikenai pidana 

tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d UU 1/2023. 
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c. Pasal 351 KUHP & Pasal 466 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang, Hukum Pidana (Penganiayaan) 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 

tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta. 

2) Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka 

hukuman pidana yang dapat dijatuhkan maksimal adalah 5 

tahun penjara. 

3) Jika tindakan penganiayaan berujung pada kematian korban, 

pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara. 

d. Pasal 355 KUHP & Pasal 469 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang, Hukum Pidana (Penganiayaan Berat dengan 

Rencana) 

1) Jika seseorang melakukan penganiayaan berat yang telah 

direncanakan sebelumnya, maka dapat dijatuhi hukuman 

penjara maksimal 12 tahun. 

2) Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian korban, 

hukuman pidana yang dapat dikenakan mencapai 15 tahun 

penjara. 

e. Pasal 358 KUHP & Pasal 472 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang, Hukum Pidana (Turut Serta dalam Perkelahian 

Massal) 

1) Setiap orang yang secara sengaja terlibat dalam penyerangan 

atau perkelahian yang melibatkan banyak orang dapat dikenai 

sanksi pidana. 

2) Jika perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat pada 

seseorang, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 

tahun 8 bulan. 

3) Jika akibat dari perkelahian tersebut seseorang meninggal dunia, 

hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 4 tahun 

penjara. 

f. Pasal 489 KUHP & Pasal 331 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang, Hukum Pidana (Kenakalan yang Menimbulkan 

Kerugian) 
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1) Setiap tindakan kenakalan yang dapat menimbulkan bahaya, 

kerugian, atau kesusahan bagi orang lain dapat dikenai pidana 

denda maksimal Rp225 ribu. 

2) Jika dalam kurun waktu satu tahun pelaku kembali melakukan 

pelanggaran yang sama setelah adanya pemidanaan tetap, 

maka hukuman denda dapat diganti dengan pidana kurungan 

maksimal 3 hari. 

3) Dalam UU 1/2023, pelaku kenakalan yang dilakukan di tempat 

umum dapat dikenai denda maksimal Rp10 juta. 

5. Peran Penyuluhan Hukum dalam Pencegahan Bahaya Tawuran 

Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kalangan 

pelajar yang rentan terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran. 

Dalam konteks pencegahan tawuran pelajar, penyuluhan hukum berperan 

sebagai sarana edukatif yang memberikan pemahaman mengenai norma 

hukum, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dari tindakan kekerasan 

antar pelajar. 

Secara konseptual, penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk 

kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajiban serta 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan 

penyuluhan hukum, para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai 

ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan, seperti 

penganiayaan, perkelahian, maupun tindakan yang dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri 

sendiri maupun orang lain. 

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tawuran dapat memenuhi 

unsur tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, apabila pelaku masih berstatus anak atau 

di bawah usia 18 tahun, maka penanganannya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA) yang menekankan pendekatan keadilan restoratif serta upaya 

diversi. Meskipun demikian, keterlibatan pelajar dalam tawuran tetap 
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memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak pada masa depan 

mereka, baik secara hukum maupun sosial. 

Melalui penyuluhan hukum, pelajar dapat memahami bahwa tindakan 

tawuran bukan hanya sekedar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan 

juga dapat berimplikasi sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara 

hukum. Dengan pemahaman tersebut diharapkan tumbuh kesadaran hukum 

serta sikap preventif dari para pelajar untuk menghindari perilaku kekerasan 

dan menyelesaikan konflik melalui cara yang lebih konstruktif. 

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, penyuluhan 

hukum juga memiliki fungsi preventif dalam membangun karakter dan 

kesadaran moral pelajar. Kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog interaktif 

antara narasumber dan pelajar untuk membahas berbagai permasalahan 

yang sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk faktor-faktor yang 

memicu tawuran seperti solidaritas kelompok yang berlebihan, provokasi, 

maupun pengaruh lingkungan sosial. 

Dengan demikian, penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam 

upaya pencegahan tawuran pelajar, karena tidak hanya memberikan 

pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap norma hukum 

dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam upaya 

pencegahan tawuran pelajar. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, para pelajar 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi hukum 

dari tindakan kekerasan, termasuk tawuran yang dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana. Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran 

hukum di kalangan pelajar sehingga mereka dapat membedakan antara perilaku 

yang sesuai dengan norma hukum dan perilaku yang melanggar hukum. Selain 

itu, penyuluhan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi preventif yang 

bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta 
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penghormatan terhadap hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. 

Dengan adanya penyuluhan hukum, pelajar tidak hanya mengetahui dampak 

hukum dari tindakan tawuran, tetapi juga memahami dampak sosial, psikologis, 

dan masa depan yang dapat terpengaruh akibat keterlibatan dalam tindakan 

tersebut. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya 

strategis dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah serta 

mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif 

bagi proses pembelajaran. 

Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tawuran pelajar, diperlukan 

sinergi antara berbagai pihak, antara lain pihak sekolah, orang tua, aparat 

penegak hukum, serta lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya 

dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman hukum para pelajar dapat 

terus ditingkatkan. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan 

pendidikan karakter dan kesadaran hukum dalam kegiatan pembinaan siswa, baik 

melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, para pelajar 

tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki 

pemahaman yang baik mengenai pentingnya menaati hukum dan menyelesaikan 

konflik secara damai tanpa menggunakan kekerasan. 
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